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“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil,
tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”

-Albert Einstein-

“Terus mengeluh hanya akan menunjukan betapa lemahnya
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ABSTRAK

M Zuda Alfian Naja, 2024. Penafsiran Hukum Dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023. Skripsi
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara.
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing Yunas Derta ardi, M.A.

Penelitian ini
didalam putusan
putusan terseb isi Pemilihan

ng penafsiran hukum

legislatif
dengan p
undangan.

Tu itian"..ini adalah nejlaskan
am putusan Mah

ini

untuk menja mengaitkan
Peraturan KPU ng lebih tinggi,
tetapi juga menimbulkan pembatasan yang berpotensi
menghambat reintegrasi sosial mantan terpidana.Namun
seharusnya hakim menggunakan penafsiran teleologis atau
sosiologis, yang lebih responsif terhadap konteks sosial dan
tujuan rehabilitasi. Pendekatan ini mendorong pengakuan hak-
hak politik mantan terpidana sebagai bagian dari hak asasi
manusia, memungkinkan mereka berpartisipasi secara adil

viii



dalam proses demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penafsiran sosiologis berpotensi menghasilkan keputusan
yang lebih adil dan relevan, tetapi memerlukan keseimbangan
antara fleksibilitas dan kepastian hukum untuk memastikan
efektivitas sistem hukum dalam masyarakat.

Kata kunci : Penafsiran Hukum, Mantan narapidana, Putusan
Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023
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ABSTRACT

M Zuda Alfian Naja, 2024. Legal Interpretation in Supreme
Court Decision Number 28 P/HUM/2023. Thesis, Faculty of
Sharia, State Law Study Program. State Islamic University
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A.

This research discu legal interpretation in the

Supreme Court Decisi P/HUM/2023, which
canceled the Gener, i jon Regulation that
ignored the 5-ye i ners who would

ods with a
e purpose
of this res i i i Supreme

decision.
his study"is that
erstanding regul ed to the
onvicts Systemati

e social context
and rehabilitatio encourages the
recognition of the polltlcal rights of ex-convicts as part of
human rights, allowing them to participate fairly in the
democratic process. The results show that sociological
interpretation has the potential to produce fairer and more
relevant decisions, but requires a balance between flexibility



and legal certainty to ensure the effectiveness of the legal
system in society.

Keywords: Legal Interpretation, Ex-convicts, Supreme Court
Decision Number 28 P/HUM/2023
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023
merupakan hasil permohonan uji materiil yang diajukan
oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulaan
Untuk Demokrasi da ilu (PERLUDEM), Saut
Situmorang, dan Abr, terhadap Ketua Komisi
Pemilihan Umu onesia. Diputuskan
pada 29 Se i mengabulkan

aturan isi i (PKPU)
Nomor hun 2023,
khusus dengan syarat mantan
terpidal anggota legisl putusan

menjadi objek
utama penguj memperbolehkan
mantan terpidana, termasuk terpidana korupsi, untuk
mencalonkan diri tanpa harus melalui masa jeda lima tahun
setelah menyelesaikan hukumannya. Aturan tersebut
terdapat dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun
2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023,

1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023
2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023

1



yang berbunyi bahwa mantan terpidana dapat mencalonkan
diri jika ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap yang mencabut hak politik mereka.®
Mahkamah Agung menilai bahwa ketentuan dalam
PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1)
huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, yang tur bahwa mantan terpidana
yang ingin mencalon

Tahun 2023, d i ap terlalu
litik mantan terpi
mereka. setelah
otensi menimbul
terhadap mantan
a hukumannya, k

dijamin oleh , yang mengakui
hak setiap artisipasi dalam
pemerintahan, termasuk hak untuk dipilih. Setelah
menjalani  hukuman, mantan terpidana seharusnya
mendapatkan kembali hak politiknya, dan pembatasan yang
ketat seperti masa jeda lima tahun dapat dianggap
melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin

% Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023
4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023



konstitusi.

Selain itu, dari segi konflik hukum, peraturan KPU
yang diuji, yakni PKPU No. 10 dan 11 Tahun 2023, tidak
secara jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu
No. 7 Tahun 2017. Dalam hal ini, pengaturan terkait syarat
pencalonan mantan terpi dapat dianggap sebagai
bagian dari diskresi lam menafsirkan dan

ka hukum.
yang ‘sama, p n dalam
hukum yang lebi uga perlu
Dalam  konte i prinsip
> semakin diak a mantan
esempatan  untuk
mereka menjal

ngan penerapan
keadilan resto . Pendekatan ini
menekankan reintegrasi sosial dan pengembalian hak-hak
politik secara penuh, yang sejalan dengan prinsip-prinsip
hak asasi manusia.

Dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik

> Restorative justice adalah pendekatan dalam penyelesaian
perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Keadilan restoratif bertujuan
untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan



meneliti  Putusan Mahkamah Agung Nomor 28
P/HUM/2023 untuk memahami bagaimana hakim
menafsirkan norma hukum terkait hak politik mantan
terpidana, khususnya terkait masa jeda lima tahun dalam
PKPU.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penafsiran hukum dalam Putusan
Mahkamah Agung Ng 8P/HUM/2023?
2. Bagaimana akiba a Putusan Mahkamah

Putusan

Agung

ini i si  yang
ri segi teoritis ma . Manfaat
akup  kontribusi

1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian
lebih lanjut nanti yaitu, memberikan buah pikiran yang
membahas mengenai penafsiran hukum atas putusan
MA nomor 28 P/HUM/2023 yang dapat dikembangkan
secara akademis. Tujuannya adalah untuk menambah



khazanah ilmu pengetahuan yang berfokus pada hukum
tata negara.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah
memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang cara
hakim menafsirkan nogga hukum terkait hak politik
mantan terpidana ilu. Hasil penelitian ini
mbaga pemilu dalam

prinsip
penelit

aidah ¢ Bazilah
pembatasan hak

islatif
haruslah m politik  tanpa
mengurangi usan Mahkamah
Agung berpandangan bahwa hukum tertulis merupakan
ketentuan yang harus dilaksanakan apa adanya sehingga
peraturan perundang-undangan harus tunduk dibawah
undang-undang tanpa memperhatikan aspek sosiologis.
Saran untuk penelitian ini adalah (1) pembatasan hak dipilih

® Qaidah Bazilah Bazlaa, “Perbedaan Pandangan Terhadap
Pembatasan Hak Di Pilih Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
87/PUU-XX/2022 Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor
46P/HUM/2018” (Universitas Andalas, 2023).



boleh dilakukan demi kepentingan terjaminnya kebebasan
dari kelompok yang kurang beruntung (2) Saat membuat
keputusan, seorang hakim diharuskan untuk menyelidiki,
mengikuti, dan mengambil nilai hukum serta memberikan
keadilan yang berlaku di masyarakat.

Kedua Muhammad Jufri “Konstitusionalitas calon
legislatif mantan nar korupsi pasca putusan
i b Mmenggunakan metode

ukum dari
terpidana
sal 4 ayat
dianggap
memiliki

menghapus peraturan yang melarang mantan narapidana
koruptsi ikut serta dalam pemilihan anggota legislatif.
Sebagai alternatif, mereka dapat ikiut serta dalam pemilihan
anggota legislatif selama memenuhi ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu telah melewati

" Muhammad Jufti, “Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan
Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal
Pengawasan Pemilu 3 (2021): 1-215.



masa hukuman selama lima tahun setelah dibebaskan dari
penjara.

Ketiga Daeng Alpan Malaerangeng, “Analisis
putusan mahkamah agung nomor 46/P/HUM/2018 tentang
calon legislatif mantan narapidana korupsi dalam perspektif
hak asasi manusia dan fidsafat politik islam”.2 Dalam
penelitian tersebut enggunakan pendekatan
perundang-undang dan pendekatan
filosofis. Prose studi kepustakaan
| an non-hukum
yang ber iti laah teoritis
, Legislasi
an umum
tik untuk
ak pidana

Filsafat
| dari penelitian i p putusan
ng No. 46/P/ Dalam
m menyatakan ba Nomor 20

akim karena
dipenjara akibat
kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon
legislator dianggap tidak sesuai dengan hierarki perundang-
undangan. Undang-undang yang tidak sejalan dengan
hirarki tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017.

8 Daeng Alpan Malarangeng, “Analisis Putusan Mahkamah
Agung Nomor 46/P/Hum/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan
Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat
Politik Islam” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).



Keempat Ismail “Penegasan Penentuan Jeda Waktu
Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah
(Kajian ~ Putusan ~ Mahkamah  Konstitusi ~ Nomor
132/PHP.BUP-X1X/2021)".° Penelitian ini menggunakan
metode menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-
undangan atau bahan h innya yang terkait dengan
hukum yang berkai usan MK tersebut atau

ctoral regulatio
aman terhadap re
narapidana dala
leh karena itu,

engujian Konstitusional
Undang-Undang Cipta Kerja”.1% Artikel ini secara khusus
mengulas Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan
implikasi penerapan teknik penafsiran konstitusi. Penelitian

® Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, ‘Penegasan Penentuan
Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah’,
Jurnal Yudisial, 15.1 (2022), 47.

0 Dodi Haryono, ‘Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja’, Jurnal
Konstitusi, 18.4 (2022), 774.



ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan
menekankan  pada  analisis  kepustakaan  untuk
mendalaminya. Pendekatan konseptual menjadi metode
yang diterapkan dalam penelitian ini. Sumber-sumber
hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum
sekunder, primer, dan tersier yang terkait dengan penelitian
yang sedang diselidiki. Data yang terhimpun kemudian
dianalisis guna memberi jawaban terhadap isu yang
dikaji dalam tulisan menjadi dasar untuk
merumuskan kesi sitas dalam proses
| oleh para hakim

Ciptaker.

i teknik

termasuk

sistematis,  gr i doktrinal,
ris. Semuateknik ra teoritis
enis penafsiran o dan non-

ni mengindikasik
titusi telah me
on-originalisme s
Putusan

inpen

bersifat ekle onstitusi Nomor
91/PUU-XVII kuti pendekatan
penafsiran konstitusi yang bersifat eklektik, holistik,
integratif, dan dinamis yang berlandaskan Pancasila.
Legitimasi dan justifikasi normatif Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVI11/2020 didasarkan pada
semua penjelasan sebelumnya. Oleh karena itu, sangatlah
signifikan untuk menganggap keputusan ini sebagai
"Landmark Decision" di tengah putusan-putusan lain yang



10

dikeluarkan oleh MK.

Perbedaan  penelitian ini  dengan penelitian
sebelumnya adalah peneletian ini berfokus kepada
penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam
putusan Nomor 28 P/HUM/2023 pada penelitian
sebelumnya belum ada yang membahas tentang penafsiran
hukum khususnya pa usan Mahkamah Agung
tersebut.

. Kerangka Teorj}

peristiwanya. Se at terjadi
us ‘memeriksa d
eraturannya-yang
ekosongan  atau
yang harus diisi
leh menolak mem

ialah karakter normatif dan institusionalnya, karakter
normatif ini berasal dari ketetapan yang melekat dalam
setiap penafsiran yang diajukan, sementara karakter
institusional berakar dari objek objek yang ditafsirkan
yaitu undang-undang, peraturan pelaksana dan peraturan

1 Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem
Peradilan Di Indonesia,” Al-Adl: Jurnal Hukum 6, no. 11 (January 1,
2014): 35, https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196.
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lainya.'?

Dalam bidang hukum tata negara, penafsiran
dalam hal ini judicial interpretation (penafsiran oleh
hakim), juga dapat berfuggsi sebagai metode perubahan
Undang-Undang da L menambah, mengurangi,
atau memperbaikj dapat dalam suatu teks

mberikan penafsi p maksud
terkandung dala
ngga sesuai deng
dangundang.**

, para ahli
hukum dapat
memberikan kepastian hukum terutama terhadap
beberapa peraturan hukum yang secara substansi masih
multi tafsir (interpretatif). Dengan adanya penemuan

2 Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum Yang
Komprehensif Berbasis Lingkar Heurmeneutika (Malang: IPHILS, 2015),
him. 13.

13 Ph. Visser’t Hoft, Penemuan Hukum, Judul Asli Rechtsvinding,
diterjemahkan oleh B. Arif Sidharta (Bandung: Laboratorium Hukum FH
Univ Parahyangan, 2001), him. 25.

14 Cecep Cahya Supena, ‘Manfaat Penafsiran Hukum Dalam
Rangka Penemuan Hukum’, Moderat : Jurnal llmiah llmu Pemerintahan,
8.2 (2022), him. 427.
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hukum melalui penafsiran hukum, maka peristiwa
hukum yang tadinya vakum dapat terselesaikan secara
legal dan akuntabel. Penemuan hukum melalui
penafsiran hukum itu ada yang mengartikannya dengan
istilah “pembentukan hukum,” dengan alasan untuk
menghindari pengerti wa penemuan hukum itu
dapat pula diang olah-olah hukum yang

salah satu
ini hakim
g paling
Motivasi
dijumpai

nentukan. metod
n yang_paling

e penafsiran itu
ensi. Dalam putus
nah menegaskan au alasan
nentukan untuk m

an A.
Pitlo dala n Hukum, Dalam
bukunya dan A. Pitlo
menejlaskan ada enam metode vyaitu penafsiran
gramatikal, penafsiran sosiologis, penafsiran sistematis,
penafsiran  historis, penafsiran komparatif, dan

15 Cecep Cahya Supena, ‘Manfaat Penafsiran Hukum Dalam
Rangka Penemuan Hukum’, Moderat : Jurnal limiah llmu Pemerintahan,
8.2 (2022), him. 427.

16 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang
Penemuan Hukum, I (Yogyaarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993). HIm. 20-
21
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penafsiran futuristis.t’

G. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif, di mana untuk menjawab permasalahan hukum
yang muncul dalam itian, diperlukan identifikasi
idah, asas-asas, serta
ini diperlukan untuk
hukum, serta

asalah. Sehingga
nar atau salahnya
usus atau ' buk
faktor khusus.
litian
ini  menggun
pendekatan . konsept
mendekati p
pendekat

statu ekatan tersebut
merupakan ggunakan bahan
hukum legislasi dan regulasi. Misalnya undang-undang,
karena dalam pembentukannya melibatkan lembaga
perwakilan rakyat.'®* Sedangkan produk seperti
keputusan presiden atau keppres, keputusan menteri dan

17 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang
Penemuan Hukum, I (Yogyaarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), HIm. 18-
20.

18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,
2011), him. 136.
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lain-lain, bukan termasuk dalam pendekatan ini
dikarenakan produk tersebut diterbitkan oleh pejabat
pemerintah tanpa adanya keterlibatan lembaga
perwakilan rakyat. Sehingga, dalam penelitian
pendekatan ini peneliti harus memahami hierarki dan
asasasas yang terdapat @i peraturan yang diatur dalam

concept approach),
hmud, muncul dari

uk pada aturan
arena-belum ter tidak ada
m yang sesuai elesaikan

n, penulis
a sumber

memperoleh
dan mendalam
terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus
penelitian.?°
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum ini memiliki sifat otoritatif, yang
berarti memiliki kekuatan atau otoritas. Sumber

19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,
2011), him 177.

20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,
2011), him 181.
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hukum primer melibatkan peraturan tertinggi, seperti

konstitusi, hingga peraturan yang lebih spesifik,

seperti undang-undang. yang akan disebutkan di

bawah ini:

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945

Umum Nomor 10
Anggota Dewan

Komisi .Pemilih
23 tentang Per dua atas
Komisi. Pemiliha
22 tentang Penc
emilihan Umu
n Daerah

Mahkamah

nakan dokumen-
dokumen resmi seperti konstitusi, peraturan dan lain-
lain, justru bahan hukum sekunder ini menggunakan
dokumen-dokumen  tidak resmi.?®  Dokumen-
dokumen tidak resmi tersebut dapat didapatkan dalam
buku, jurnal (jurnal tentang hukum diutamakan),

21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,
2011), him. 195.
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kamus-kamus hukum, kasus-kasus hukum, hasil
penelitian, dan lain-lain dalam hal ini berkaitan

dengan persoalan hukum yang dihadapi.

4. Teknik Pengumpulan data

Setelah menetapkan cara penelitian, yang
selanjutnya menentukan metode pengumpulan data yang
akan digunakan. Pendekatan pengumpulan informasi
yang diterapkan adala lalui studi literatur, di mana
data dikumpulka ifikasi, dijelaskan, dan
dikutip. Proses studi

tersebut.

H. Sistematika P

Penelitian ini terstruktur dalam lima bab yang

mencakup pendahuluan, landasan teoritis penelitian, hasil
penelitian, analisis hasil penelitian, dan penutup.

BAB I, yaitu Pendahuluan, akan membahas berbagai

aspek terkait dengan isu yang akan dijelaskan pada bab-bab

berikutnya. Pendahuluan mencakup latar belakang
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masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, dan
metode penulisan.

BAB I, Landasan teoritis, bertujuan untuk
menjelaskan teori, konsep, dan aturan yang berkaitan
dengan fokus penelitian.

BAB III, Bab ini berfokus pada pembahasan terkait
Putusan Mahkamah A Di sini, penulis akan
membahas penafsiran akan oleh hakim dalam
jran yang sebaiknya

tup, Bab terak
kesimp nai hasil keselur
an analisis secara n dari bab




BAB V
KESIMPULAN

A. Simpulan
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28
P/HUM/2023, hakim menggunakan metode penafsiran
sistematis untuk memahami peraturan yang berlaku.
Pendekatan ini mengaitk aturan KPU (PKPU) dengan
undang-undang yang b, seperti Undang-Undang

akpastian huku
hakim an metode pena
atan -ini lebih re

terkait.~dengan mantan
mempertimbang osial dan
n, hakim dapat menilai

iterapkan, seperti
idana. Penafsiran

pembatasan n diskriminatif.
Dengan demi uk menggunakan
pendekatan teleologis agar semua individu, termasuk
mantan terpidana, dapat berpartisipasi secara adil dalam
proses demokrasi. Pendekatan ini akan mendukung
reintegrasi sosial dan pengakuan hak-hak politik sebagai
bagian dari hak asasi manusia yang lebih luas.

Akibat hukum hakim menggunakan penafsiran

79
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sistematis adalah syarat jeda lima tahun bagi mantan
terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum
tetap berlaku, menciptakan kepastian hukum dan stabilitas
dalam proses pemilu. Namun, pembatasan ini juga
berpotensi menghambat reintegrasi  sosial mantan
terpidana, menimbulkan stigma, dan menciptakan
ketidaksetaraan dalam hak politik. Sebaliknya, jika hakim
menggunakan penafsira osiologis atau teleologis,
pendekatan ini akan pertimbangkan konteks
al ini, keputusan bisa

i dengan prinsip
ruhan; penafsiran
tusan yang lebih an, tetapi
p menjaga konsi i kepastian
hukum berfungs tif dalam

Lima
emerintah  dan
pembentuk sebaiknya
mempertimbangkan untuk meninjau kembali syarat jeda
lima tahun bagi mantan terpidana yang ingin
mencalonkan diri dalam pemilu. Peninjauan ini perlu
dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan
restoratif dan reintegrasi sosial mantan terpidana, serta
hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi.
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2. Perlunya Penggunaan Metode Penafsiran Teleologis atau
Sosiologis olen Hakim dalam Kasus-Kasus Serupa.
Hakim diharapkan lebih sering menggunakan metode
penafsiran teleologis atau sosiologis dalam menangani
kasus-kasus yang melibatkan hak politik dan isu-isu
keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, hakim dapat
lebih memperhatikan perkembangan sosial dan nilai-
nilai masyarakat ya elevan, serta memberikan
putusan yang lebih uai dengan tujuan hukum
modern.

antan Terpidana.
goklusif  dalam

hukuman,
asi dalam
litik dan
mbatasan
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